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 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 16 TAHUN  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2019  

 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 
 

 
 

 
 

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019; 
 

b. bahwa dengan keluarnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2/MK/2020 tanggal 

4 Februari 2020 Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program  Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari 
Sumbar Dana Penerimaan Dalam Negeri menjadi dasar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam 
mengalokasikan dana di dalam APBD untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur 

jalan daerah dan sesuai surat Gubernur Nomor : 620/399/-BM/PUPR-2020 tanggal 24 Februari 
2020  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesediaan mengikuti program Hibah Jalan 

Daerah (PHJD) Tahun Anggaran 2020; 
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c. bahwa dengan   telah  dikeluarkan  Surat  Menteri  Kuangan  Nomor S-448/MK.7/20219 tanggal 20 

November 2019 hal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk program Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan monitoring dan 

evaluasi telah ditindak lanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, mengingat Penetapan Peraturan 
Gubernur tersebut pada tanggal 23 Desember 2019 untuk menunjang kegiatan monitoring dan 

evaluasi tidak dapat dilaksanakan, maka perlu melakukan penyesuaian penganggaran belanja 
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukan kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; 

 
d. bahwa dengan adanya Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selaku 

penanggungjawab Penas Petani Nelayan XVI Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2019, Nomor 
09/Penas XVI/12/2019 perihal Rekomendasi Lokasi Penas XVI Tahun 2020, akibat terjadinya 
pemindahan lokasi kegiatan Tingkat Nasional Penas Tani perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan 

yang dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 
e. bahwa dengan telah mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), perlu langkah-langkah  

antisipasi pencegahan dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19);  
 

f. bahwa dengan adanya penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Pariaman kepada 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk biaya pendukung operasional SMA/SMK/SLB di 
Lingkungan Kota Pariaman, maka perlu menambah kegiatan di SKPD Dinas Pendidikan; 

 
g. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 
penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan 
antar jenis belanja dapat dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur 

mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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Mengingat 

 

 
 

 
: 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf g                

, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 
Tahun 2019  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 
Riau sebagai Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 
 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 
 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688),  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);  
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

8. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 

11. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

 

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid dan / atau dalam rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan; 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
 

26. Keputusan Presiden Republik Indonasia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat; 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19); 
 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020; 

 
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5821 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;  

 
34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 

Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) tanggal 14 Maret 2020; 

 

35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Keuangan 
Daerah;  

 
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;  
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  NOMOR 45 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020.                                                                                

                                                                   
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor  45  Tahun  2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi  sebagai berikut : 
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Pasal  1 
 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah    Tahun   Anggaran  2020 semula   berjumlah     Rp.7.271.605.742.777,00   
bertambah sejumlah Rp. 56.846.400.000,00 sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 7.328.452.142.777,00 

dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan. 
            1) Sebelum perubahan………………………………………………. Rp. 6.987.605.742.777,00 

            2) Bertambah …………………………………………..………………….. Rp.      56.446.400.000,00                                                                                                                                                                  
            Jumlah Pendapatan setelah perubahan ………………......…………………...........................Rp. 7.044.052.142.777,00 
 

2. Belanja : 
            1)  Sebelum perubahan ……………………………………………………. Rp. 7.271.605.742.777,00 
            2) Bertambah ……………………………………….……………..…………Rp.      56.846.400.000,00                                                                                                                                                                   

            Jumlah Belanja  setelah perubahan …………………………………………………….………..  Rp. 7.328.452.142.777,00                                                                                                                                                                                                                                                                                
            Defisit setelah perubahan ……………………………………………………………….…             (Rp.   284.400.000.000,00)                               

            
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan. 
                1) Sebelum perubahan………………………………………………….Rp.    377.335.500.000,00 
                2) Bertambah ………………………………………………..……………Rp.          400.0000.000,00      

            Jumlah Penerimaan setelah perubahan …………………………………………………..        Rp.     377.735.500.000,00 
 

          b. Pengeluaran. 
                1) Sebelum perubahan …………………………………………………Rp.     93.335.500.000,00 

                2) Bertambah ……………………………………………………………Rp.                           00,00                                                                                                                                                                                 
            Jumlah Pengeluaran setelah perubahan …………………………………………….........     Rp.        93.335.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                
           Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan………………………………….………….     Rp.       284.400.000.000,00     

                                                                                                     
           Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan …..…………………………......… Rp.               ----    

 
2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.                                                                   
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Pasal  II 
 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Provinsi  Sumatera Barat. 

 
             Ditetapkan di Padang 

             pada tanggal 31 Maret 2020     
 

 GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 

Ttd 

 
IRWAN PRAYITNO 

 
         Diundangkan di Padang 

         pada tanggal 31 Maret 2020  
 
               SEKRETARIS DAERAH  

          PROVINSI SUMATERA BARAT 
 
 

   Ttd 
 

                         ALWIS 
  
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 16 


